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Pemeriksaan LKPD Rampung

KEPAHIANG, BE Ins
pektprat Daerah (Ipda) Ka-
bup itcn Kepahiang sudah
mer untaskan pemeriksaan
berlas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD)
Pemkab Kepahiang :
Penelitian angka-arigka
laporan keuangan jadi item
utaifna pengecekan oleh
auditor Ipda Kepahiang.
Sehingga tidak ada kesala-

naiuinya uniuk diserahkan
ke BJPK. Kalau laporannya
sudah selesai tinggal mener-
bitkan saja, jadi istilah review
LPKp daerah," tutur Harun.
Menurutnya, sejauh ini

LKPD Pemkab Kepahiang
mengalami peningkaian
kualitas jadi laporannya su
dah jsemakit runut, baiksoal
keuangan maupun soal aset
daerah. Karena pemeriksaan

han dalam peuyajian dala
kepada Badan Pemeriksaan
Keuangan (BPK) Kl nantinya.

Inspektur Ipda Kepahi
ang, Harun SE Ak MSi Ca

tjelaskan, pihaknya
membaritu pen ge ceka n
laporan keungan daerah
mengenai kelengkapan ber-
kas hingga kerineian data.
Sesuai dengan aturan hu-

lemeriksaan berkas

BPK RI tidak hanya pada
item anggaran, melainkan
seluruh aset daerah.

"Kita kan ada hibah mem-
bangun di Polres dan di
Kejari, semuanya harus dis
erahkan, karena itu jadi aset

•pemerintah" sebutnya.
I larun mengaku, ada ken-

dala dalam persoalan aset
daerah, seperti lahan TIC
dan TPA vang sebelumnya

LKPD Pemkab Kepahiang
ada peran dan tugas ins-
pektorat untuk pemeriksa
diawal sebeluxn diberikan

kepada BPK Kl untuk pelak-
saan audit keuangan secara
rinci, terkait dengan peng-
gunaan anggaran dan b.ukti
kegiatannya.

"Laporan kinerja den
gan laporan evaluasi LKPD
pemerintah daerah, yang

terjadi perkara hukum. Se-
mentara kedua aset masih
tercatat sebagai aset daerah,
padahal dalam perkara huk-
umnya lahan tersebut harus
dikembalikan kepada pemi-
liknya.

"Aset TIC dan TPA ma

sih masuk dalam aset dae

rah, maka teiap harus kita
sampaikan ke BPK," ucap-
nya. (320)

PERHATIAN KHUSUS


